BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 326 /F-04/ VIIJTAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang

Mengigat

a.

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan
keseragaman dalam penyusunan Rencana Kerja,
Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat
Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah,
serta kelancaran dalam  pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa standar biaya masukan merupakan satuan biaya
berupa harga satuan dan tarif indeks yang digunakan
untuk menyusun biaya komponen kegiatan dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa standar biaya masukan menjadi acuan batasan
paling tinggi alokasi anggaran dalam suatu rekening
belanja;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah
Daerah Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 95






4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

. Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

. Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomeor 310);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019
tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
567);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2016 Nomor &, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 281/Xli/Tahun
2018 tentang Penetapan Standar Satuan Harga
Barang/Jasa Semester 11 di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018. ?




MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR
BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU Penetapan Standar Biaya Masukan di Lingkungan
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan daftar
rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan darn Keputusan
Bupati ini;

KEDUA Standar Biava Masukan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kesatu berfungsi sebagai batas paling tinggi yang
digunakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
dalam menyusun biaya kegiatan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran, maupun Rencana Kerja dan Anggaran
Perubahan;

KETIGA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan. &

STEMPEL PARAF KOORDINASI Ditetapkan di Malili
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH pada tanggal 10 Agustus 2020
KABUPATEN LUWU TIMUR BUPATI LUWU TIMUR,

=~ TELAH DIPERIKSA ARAF

SEKDA e

ASISTEN - , .
WABAN MU, MAD THORIG HUSLER
KABID :

KASUBAG | KASURID =







LAMPIRAN

KEFUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 326 /F-04/VII/TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA MASUKAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021.
DAFTAR RINCIAN STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN 2021
NO URAIAN SATUAN BESARAN
i 2 3
1.1 |HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN
1LL ii‘éjabat Penatausahaan Keuangan Satu-aﬁn“f(crja Perangkal Daerah
b (PPK-SKPD)
. Nilai papu duua s.d Rp. 100 Juia OB Rp100.006G,606
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 juta OB Rp480.000,00
c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d Rp. 300 juta OB RpS570.000,00
d. Nilad pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 miliar OB Rp660.000,00
€. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 miliar OB Rp770.000,00
f Nilai pagn dana diatas Rp. 2.5 milvar e A Rp.5 miligr 0B RpR{0.000,00
g Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 miliar OB Rp990.000,00
h, Nilai pagu dana diatas Rp. 10 milyar s.d Bp. 25 miliar on Rp1.250.000,00
i Nilai pagn dana diatas Rp. 25 milyar 5.4 Rp. 50 miliar 0B Rp1.520.000 00
j- Nilai pagu dana diatas Rp. 50 milyar s.d Rp. 75 miliar OB Rp1.780.000,00
k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 milyar s.d Rp. 100 miliar 0B Rp2.040.000,00
L. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 milyar OB Rp2.440.000,00
1.1.2, Bendahara Pengehiaran atan Bendahara Penerimaan
a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta OB Rp340.000,00
h. Nilead paga dana diatas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 juta OB Rp420.000,00
c. Nilai pagn dana diatas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 juta OB RpS500.000,00
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 miliar OB Rp570.000,00
| €. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milvar s.d Rp. 2.5 miliar OB Rp670.000.00
i f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 milyar s.d Rp.5 miliar OB Rp770.000,00
| g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 miliar OB Rp8&4a0.000,00
| h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 miiiar OB Rp1.090.000,00
i Nilai pagu dana diatas Rp. 25 milyar s.d Rp. 50 miliar 0B Rp1.320.000,00
i Nilai pagu dana diatas Rp. 50 milyar s.d Rp. 75 miliar B Rp1.550.000,60
k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 milyar s.d Rp. 100 miliar OB Rp1.780.000,00
L Nilai pagu dana diatas Rp. 100 milyar OB Rp2.120.000,00
Catatan:
Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan
o Honorarium Bendahara Pengeluaran mengikuti  nilai pagu belanja
o yang dikelola dalam DPA /DIPPA SKPD
b. Honorarium Bendahara Penerimaan mengikuti nilai pagu target
pendapatan dalom DPA fTYPPA SKPPD
1.1.3. Bendahara Pengeluaran Pembantu OB Rp450.000,00
1.1.4. Kuasa Dendahara Umum Daerah
a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta OB Rp340.000,00
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 juta OB Rp420.000,00
C. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 juta OB Rp500.000,00
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 .Juta s.d Rp. I miliar OB Rp570.000,00
€. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 miliar OB Rp670.000,00
f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 milyar s.d Rp.5 miliar OB Rp770.000,00
e Nilai pagn dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 miliar OR Rp8AO_O00, 00
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h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 miliar OB Rp1.090.000,00
i Nilai pagu dana diatas Rp. 25 milvar s.d Rp. 50 miliar OB Rp1.320.000,00
1 Nilai preu dana diatas Rp. 50 milyar s.d Rp. 7 miliar OB Rp i .550.000,00
k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 milyar s.d Rp. 100 miliar OB Rp1.780.000,00
L Nilai pagu dana diatas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 miliur OB Rp2.120.000,00
L. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 milyar OB Rp2.470.000,00
1.1.5. Honorarinm Pejabat Pembnat Komitmen Kontrulei
a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta OB Rp350.000,00
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 juta OB Rp450.000,00
C. Nilai pagu dana diatas Rp, 256 Juta s.d Rp. 500 jula OB Rp556.000,00
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 miliar OB Rp700.000,00
e. Nilai pamy dana diatas Rp. 1 milyar s.d Rp, 2.5 miliar 0B Rn850.000,00
f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 milyar s.d Rp.5 miliar OB Rp1.000.000,00
g Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 miliar oR Rp1.200.000,00
h. Nilai pagu dans diatas Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 miliar oB Rp1.500.000,00
i Nilai pagu dana diatas Rp. 25 milyar s.d Rp. 50 miliar OB Rp2.000.000,00
i Nilai pagu dana diatas Rp. 50 mityar s.d Rp. 75 miliar OB Rp2.500.000,00
k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 milyar OB Rp3.000.000,00
Catatan:
. - PPK ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD
- Honorarium PPK diberikan setiap bulan sesuai masa kontrak
~ Honcrarium PPK diberikan sesuai jumlsh paket kegiotan
kontruksi yang dilaksanakan
- Honorarium PPK dibayarkan dari Administrasi Proyek (AP).
1.1.6. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Non Kontruksi
a. Nilai pagu dana 20 Juta 5.d Rp. 100 Juta Qe Rp250.000,00
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 juta OB Rp300.000,00
C. Nilal pagun dana diatas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 juta OB Rp350.000,00
d. Nilai pagu: dana diatas Rp. 500 Jutz s.d Rp. 1 miliar CB Rp400.000,00
e Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 miliar OB Rp500.000,00
f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 milvar s.d Rp.5 miliar OB Rn750.000,00
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 miliar OB Rp1.000.000,00
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 miliar OB Rp1.250.000,00
1 Niiai pagu dana diatas Rp. 25 miivar OB kpi.500.000,00
Catatarn:
- PPK ditetupkan dengan Keputusan Kepala SKPD
- Honorarium PPK dibcrikan setiap bulan scsuai masa kontrak
- Honorarinm PPK dibavarkan dari Administrasi Provek (AP},
1.1.7. Honorarium Pejabat Pengurus Barang Pengguna OB Rp700.000,00
1.1.8. Honorarium Pejabat Pembantu Pengurus Barang Pengguna OB Rp350.000,00
1.1.9. Honorarium Koordinator Kolelttor (Non Eselon) OB Rp250.000,00
HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA
, Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/.Jasa - L
1.2.1, P S ‘
2 badan/ Dinas/Kantor OB Rp400.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
2.0
1.2.2. Kecamatan /Kelurahan OB Rp250.000,00
Catatan

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan

harang /iasa untuk melaksanakan pemilihan penvedia
barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Honorarium pejabat pengadaan barang dan iasa di SKPD
dibayarkan mengikuti proses pengadaan
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1.2.3 Honoraium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan
e Barang/Jasa
| 281 Honorarinm Kelompok Kerja Pemnilihan Pengartanan
1231 Barang/Jasa (Konstrulsi)
a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp.200 juta per paket Rp630.000,00
b, Nilai pegu pengadean diatas Rp200 juta s.d RpS00 juta per paket Rp850.000,00
c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp50( juta s.d Rpl miliar per paket Rp1.020.000,00
d. Nilai pagu pengadaan diatas Rpl miliar s.d Rp2,5 miliar per paket Rp1.270.000,00
e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d RpS miliar per pakst Rpl.520.000,00
f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar per paket Rp1.780.000,00
8 Nilai pagu pengadaan diatas Rpi0 miliar s.d Rp25 miliar per paket Rp2.120.000,00
h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar per paket Rp2.450.000,00
i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp50miliar s.d Rp75 miliar per paket Rp?2.790.000,00
i Nilai pagu pengadaan diatas kp75 miliar s.d 100 miliar per pakct Rp3.130.000,00
k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100miliar per paket Rp3.580.000,00
1.2.3.2 Honorarium Kclompok Kerja Pemilihan Pengadaan
T Barang/Jasa untuk pengadaan barang (non konstruksi)
a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp.200 juta per pakct Rp760.000,00
b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d RpSUU juta per paket Rp760.000,00
c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d Rpl miliar per paket Rp920.000.00
d. Nilai pagu pliigadaan diatas Rpl miliar s.d Rp2,5 miliar por pakct Rp1.140.000,00
e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar per paket Rp1.370.000,00
f. Nilai pagu pengadaan diatas RpS miliar s.d Rp10 miliar per paket Rp1.600.000,00
£. Nilai pagu pengadaan diatas Rpl10 miliar s.d Rp25 miliar per paket Rpl1.210.000,00
h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d Rp5S0 miliar per paket Rp2.210.000,00
i Nilai pagu pengadasn dintas RpS0miliar s d Rp75 miliar per paket Rp?2 520.000,00
j- Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar per paket Rp2.820.000,00
Honorarium Kelompek Kerja Pemilihan Pengadaan
1.2.3.3. Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya
{Nonkonstruksi)
a. Nilai pagn pengadaan jasa konsultansi s .d Rp50 juta per paket Rpa50.000 .00
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp30 juta s.d
b. Rp100 juta per paket Rp450.000,00
<, Nilai pngu pengadaan jasa lainnys s.d Rpl100 Juta per paket RpaE0.000,00
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/fjasa lainnya diatas
d. Rp100 juta s.d Rp250 juta per paket Rp480.000,00
Nilai pagu poengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas — Y (Y £
. e Rp250 juta s.d Rp500 juta per paket Rp600.000,00
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas
£ RpS00 juta s.d Rp1 miliar per paket Rp?20.000,00
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas
8 Rpl miliar s.d Rp2,5 miliar per paket Rp©10.000,00
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnva diatas . oo R
h. Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar per paket Rp1.090.000,00
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas
I Rp5 miliar s.d Rp10 mili per paket. Rp1.270.000,00
. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diaias
J: RP10 miliar s.d Rp25 miliar per paket | Rpl.510.000,00
Nilai pe jasa k i/jasa lai i
. Rp25pdn§ﬂui a;-)rengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas per paket Rp1.750.000,00
Catatan:
Honorarmm Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Tasa
Satuan Honorarium dimaksud diberikan kepada kelompok
_ kerja pemilihan pengadaan barangfiasa untuk melaksanakan
pemilihan penyedia baiaing, jusa sesual dengan ketentuan
peraturan perundan-undangan.
Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok
_ kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima
tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan
honorarium dimaksud.
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HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
1.3
(UKPBJ)
1.2.1, Kepala UKPRJ OB Rp1.000.000,00
1.3.2. Kcordinator LPSE OB Rp1.000.000,00
1.3.3. Pengelola LPSE OB Rp750.000,00
1.3.4. Pengadministrasian Umum oB Rp750.000,00
1.3.5. &taf Pendukung UKPRJ OB Rp750.000,00
1.3.6. Seckretaris/Staf Pendukung OB Rp750.000,00
Catatan:

Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarnium diberikan kcpada aparatur sipil negara yang diberi tugas
a. tambahan scbagai perangkai pada UKPBJ berdasarikan surat
keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan
telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak
diberikan honorarium dimaksud.

1.4 |Bidang Pendidikan setingkat SD dan SMP

‘ I Tunjangan Berdir (Guru Sertifikasi) oB Rp250.000,00
2 Tunjangan Berdiri (Guru Non Sertifikasi) OB Rp500.000,00
3 Kepala Sckolah OB Rp700.000,00
4 Wakil Kcpala Sekolah OB Rp450.000,00
5 Wali Kelas OB Rp200.000,00
6 Pengawas Sekolah oB Bp1 500 000,00
7 Koordinator laboratorium Perpustakaan/Komputer OB Rp200.000,00
8 Kclehihan Jam Mengajar oJ Rpl15.000,00

1.5 |Bidang Pendidikan setingkat PAUD/TK Pembina OB
1 Tunjangan Berdiri Guru OB Rp350.000.00
2 Kepala Sekolah OB Rp500.000,00

1.6 |Biaya Operasional Penyuluhb Pertanian

1 Koordinator BPP OB Rp600.000,00
2 Penyuluh Pertanian Kabupaicn OB Rp600.000,00
. 3 Penyuluh Pertanian Wilayah Binaan (wibi OB Rp400.000,00

Honorarinm Narasumber Seminar/Rakor/Soslalisasi/ Desiminasi/Focus

L7 Group Discussion/Kegiatan Sejenis
171 Narasumber/Pembahas
a. f;gi;fi;r:l;; jg’abat Setingkat Kepala Daerah /Pejabhat Daerah oJ Rp1.000.000,00
b. Luar Kabupaten Od Rp1.000.000,00
¢. Dalam Kabupaten OJ Rp1.000.000,00
- _Pejabat Eselon I yvang disetarakan Q.1 Rp750.000,00
Pejabat Eselon HI kebawah/ yang disetarakan OJ Rp500.000,00
Catatan:

Honorarium narasumber atan pembahas diberikan kepada pejabat negara

pcjabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan

informaei atan pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi,

focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan
pendidikan dan pelatihan.

Honorarium narasumber atan pembahas dapat diberikan dengan Ketentuan
sebagai berikut:

~

Honorarium Narasumber PNS dapat diberikan dengan ketentuan:
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- Berasal dari luar satuan kerja penyelenggara
h. Honorarinm Narasumber Non PNS:
Praktisi/Tenaga Ahli setara dengan Narasumber dari luar
" kabupaten.
Dalam hal narasumber / praktisi/tenaga ahli berasal dari luar
- kabupaten, dapat diberian tambahan biaya sewa transportasi
dan akemodasi.
satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium
€. narasumber atau pembabas adalah 60 (enum puluh) menii, baik
dilakukan secara penel maupun individual
1.7.2 Honorarinm Moderator nonn PNS OK Rp250.000,00
Catatan:
1.7.2 Honorarium Pembawa Acara oK Rn250.000,00
Catatan:
Honorarium pembawa acara vang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan
pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi,
diseminasi, workshop, seraschan, simpisium, iokakarya, dan kegiatan sejenis
yvang mengundang minimal kepala daerah /wakil kepala daerah, atau atau
pimpinan /anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan
jatau inasyarakat.
1.7.4 Honorarium Rohaniawan OK Rp250.000,00
Catatan:
Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yvang ditugaskan oleh
pejabat yvang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah
jabatan -
1.7.5 Honorium Pembaca Doa Rp250.000.00
1.7.6 Honorarium Pemandu Lagu RpZ2006.000,00
1.2 |Honorarinm Penyelanggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
1.8.1 Honorarium Penceramah OJP Rp1.000.000,00
152 '}Il't‘m_t‘)‘ranun-n' n]:tnz?ga;f]ar yang berasal dari Luar Satuan kerja perangkat CJFP Rp300.000,00
dacrah penyciciiggara
Catatan:
Honorarinm penceramah dapat diberikan kenada Penceramah vang memberikan
wawasan pengelahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya
kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan
pelatihan, yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
atau masyarakat.
1.9 |Honomrinm Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1.9.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerinitah Daerah
a. Pembina OB Rp3.500.000,00
b. Pengarah OB Rp3.000.000,0
c. Ketua oB Rp2.500.0060,00
d. Wakil Ketua 0B Rp2.000.000,00
e. Sekretaris OB Rp1.500.000,00
f. Angpota OB Rp1.300.000,00
1.9.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaram Pemerintah Daerah
e Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Ketua OB Rp1.000.000,00
Sekretaris o8 RpY00.000,00
Anggota OB Rp600.000,00
Catdian:

Honorarim Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota
tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah. Jumlah
anggota kesekretariat paling banyalk 7 (tujuh} anggota.
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1.10 |Honorarium Tenaga Ahli Pemerintah Daerah oJ Rp1.000.000,00
Catatan:
Tenaga Ahli diadakan sesuai dengan Kebutuhan Pemerintah
Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati
i Pemberian Honorarium bagi Tenaga Ahli Pemerintah Daerah
dibuktikan dengan sertifikat keahlian
1.1} {Honorarium Dan Biaya Operasional Penyuluh Pertanian Non PNS
1 Honorarium Penyuluh Pertanian Non PNS
a. SLTA/SMK 0B Rp1.000.000,00
b. SARJANA MUDA (D3) 0B Rpi.200.000,00
c. SARJANA (S} / DIV 0B Rpl1.400.000,00
2 BOP Penyuluh Pertanian Non PNS
a. SLTA/SMK OB RpH00.000,00
. SARJANA MUDA (D3} 0B Rp300.000,00
c. SBARJANA S /D IV OB Rp100G.000,00
Catatan:
Honorarium diberikan kepada pegawai (Non PNS) yang
- ditenjuk untuk melakukan tugas penyuluhan berdasarkan
surat Keputusan pejabat yang berwenang.
tQ Pelayanan Patologl Anatomi
i Dokter Spesialis PA OP Rp250.000,00
2 Tenaga Teknis PA OP Rp60.000,00
3 Administrasi PA OP Rp15.000,00
1.13 |Honorarium Upah Jasa
. Pengemudi {Darat dan Laut) OB Rp1.500.000,00
Pengemudi bus sekolah OB Rp2.000.000,00
C. Sopir Mess Jakarta OB Rp3.004G.600,00
d. Satpam OB Rp1.750.000,00
2, Cleaning Service kantor OB Rp1.250.000,00
E Upah .Jasa Pramusaji OB Rp1.250.000,00
E. Laudry Rumah Sakit dan Koki 0B Rp1.000.000,00
h. Polisi Pamong Praja OB Rp1.500.000,00
- Tenaga Guru, Kesehatan, dan Penyuluh di daerah terpencit OB Rp1.750.000,00
j- Operator Alat Berat oB Rp2.500.000,00
k. Pengemudi Tronton 0B Rp2.000.000,00
L Pembantu Operator Alat Berat 0B Rp1.500.000,00
m, Dokter Spesialis (Mou) oB Rp15.000.000,00
n. ;;;;(;}kéesx; Spesialis Program Pendayagunaan Dokter Spesialis on Rp15.000.000,00
o Dokter Spesialis Program Pendidikan Dokier Spesialis (PPDS) OB Rp15.0006.066,00
p. Dokter Umum dan Dokter Gigi (dacrah tidak terperncil) OB Rp4.000.000,00
q. Dokter Umum dan Dokter Gigi (daerah terpencil) OB Rp5.000.000,00
r. Petugas Pemadam Kebakaran OB Rp1.500.000,00
s. Kepala Ruangan pada RSUD I La Galigo 0B Rp1.300.000,00
t. Dokter internship o8 Rp2.500.000,60
u. Dokter Hewan OB Rp2.500.000,00
v, Tim Reaksi Cepat (TRC) OB Rp1.500.000,00
w. Upah Jasa Operator SIAK OB Rp1.500.C00,0C
X. Upah Jasa Programer OB Rp2.500.000,00
Catafan:
- Upah Jasa Programer dapat dibuictikan dengan setifikat.
v Tenaga Teknis Pabrik Es OB Rp1.500.000,00
Z, Operaior mesin gas medis OB Rp1.560.000,00
aa. Operator mesin incenerator aB Rp1.500.000,00
bb. Tenaga Kontrak Lainnya OB Rp1.000.000,00
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1.14 |Bidang Kebersihan (Upah Jasa)
a. Sopir truk sampah OB Rp1.700.000,00
b. Operator alat berat OB Rp2.500.000,00
c, Operator mesin pencacah sampah 0B Rp1l.500.000,00
d. Pengemudi motor sampah OB Kpl.500.000,00
e Kru mobil sampah OB Rp1.500.000,00
i. Petugas kebersithan dan pertamanan OB Rp1.300.000,00
g. Petugas kebersihan drainase OB Rp1.400.000,00
h. Petugas pcmbabat rumput 0B Rp1.400.000,00
i Pengawas/Supervisor 0B Rp1.800.000,00
P Tarif Uang Lembur dan Uang Makan Lembur {tidak termasuk Pegawai
115 Puskesmas, RSUD dan Sekolah)
1 Uang Lembur
a. Golongan 1 OJ Rp13.000,00
b. Golongan li CJ Rp17.000,00
c. Golongan Lt OdJ Rp20.000,00
d. Golongan IV 193] Rp25.000,00
2 Uung Makuan Lembur OH Rp20.000,060
Catatan;
Uang iembur diperuntukikan bagi scmua golongan dan
’ } diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (duaj
jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu)
kali per hari.
Pemberian Uang Lembur dan Uang Makan Lembur hanya
i dapat menerima dari satu surat tugas lembur ketika
seseorang mendapatkan Tugas Lembur lehih daxi satu
kegiatan pada hari yang sama.
1.16 [Satuan Biaya Uang Makan
1 Uang Makan harian Satpol PP OK Rp20.00G,00
2 Uang Makan Harlan Petugas Pemadam Kebakaran OK Rp20.000,00
3 Uang Makan Petugas Terminal OK Rp20.000,00
4 Uang Makan Petugas Dermaga OK Rp20.000,00
5 Rapat
a. Makanan OK Rp25.000,00
b. Snack OK Rp10.000.00
3] Tamu
. a. Makanan OK Rp35.000,00
b. Snack 0K Rp10.060,00
7 Prasmunan OK Rp35.000,00
Catatan:
Untik makan minum tamn SKPD dianggarkan dalam
rekening makan minum tamu yang dirinei sesuai kebutuhan
SKFD.
1.17 |Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati
1 PIN Stel Rp5.000.000,00
2 Pakaian Sipil Harian (PSH) tel Rp2.500.000,60
3 Pakaian Sipil Resmi (PSR} Stel Rp3.500.004.00
4 Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Stel Rp4.000.000,00
5 Pakaian Dinas Harian {PDH) Stel Rp2.000.000.00
o) Pakaiun Dinas Upacura Besar (PDUB) Stel Rp5.000.000,00
1.188atuan Biaya Pengadaan Pakaian Pimpinan DPRD
1 PiN Stel Rp3.000.000,00
2 Pakaian Sipil Harian (PSH) Stel Rp2.500.000,00
3 Pakaian Sipi! Resmi (PSR} Sted Rp3.500.000,00
4 Pakaian Sipil Lengkap {PSL) Stel Rp4.000.000,00
S Pakaian Dinas Harian (PDH) Stel Rp2.000.000,00
) Pakaian khas Luwu Timur Stel Rp3.000.000,00
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1.19 |Satuan Bilaya Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD
i PIN Stel Rp3.000.000,00
Pakaian Sipil Harian (PSH) Stel Rp2.000.000,00
a Pakaian Sipit Resmi (PSR} Stel Rp3.000.000,00
4 Pakaian Sipil Lengkap {PSL} Stcl Rp4.000.000,00
5 Pakaian Dinas Harian (PDH) Stel Rp1.500.000,00
6 Pakaian khas Luwu Timur Stel Rp2.500.000.00
Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Peraiuran daerah No.1 Tahun 2017 tentang hak kcuangan
dan administratif pimpinan dan anggota DPRD
1.20 {Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas
i Pakaian Sipil Resmi PSR/PSL bagi Eselon II Stel Rp2.500.000,00
2 Pakaian Dinas Harian PSR /PSL bagi Eselon I Stel Rp1.25(.000,00
3 Pakaian Dinas Harian {PDH] bagi Eselon IV Stel Rp730.000,00
4 Pakalan Dinas Harian (PDH) bagi Stal/Upah Jasa Stel Rp550.000,00
Catatan:
Satuan biaya pengadaan pakaitan dinas merupakan satuan
) biava vang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya
‘ pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos iahit dan atribut
tidak termasuk tanda pangkat.
Satuan biaya Pakaian Sipil Resmi (PSR)/ Pakaian Sipil
) Lengkap {PSL) diperuntukkan bagi Pejabat Eselon 1l dan
Eselon ifi paling banyak 1 {satu} stel pakaian per tahun vang
penyediaanya dilaksanakan secara selektif.
Satuan biaya Pakalan Dinas Harian (PDH] diperuntukkan
- bagi Pejabart Eseion IV dan Staf serta PTT/Tenaga Upah Jasa
diberikan paling banyvak 1 (satu) stel pakaian per tahun yang
penyediaanya dilaksanakan secara selekdil,
1.21 |Satuan Biaya Pengadaan Pakalan Khusus Hari-hari tertentu Stel Rp250.000,00
Catatan:
Satuan biaya Pakaian Khusus llari-hari tertentu
diperuntukkan bagi PNS dan PT'T/Tenaga Upah Jasa
1.22 (Penggandaan dan Pencetakan
. 1 Fotokopi Lembar Rp300,00
2 Bilangko Perizinan Bick Rp120.000,60
3 Karcis berharga Blok Rp6.000,00
4 Blangko SKRD/SKPD Blok Rp120.000,00
5 Blangko SPPD Blok Rp120.000,00
6 Spanduk Lembar Rp300.000,00
7 Baliho meter Rp5(.000,00
8 Cetak kwitansi dinas per 50 lembar Blok RpS80.000,00
9 Cetak ainplop dinas/setda/bupati per 100 lembar Kotak Rp95.000,00
10 Pamtlet / Brosur
Halaman Rp7.000,00
i Poster (Minimal 75 x 50 cm?2}
Halaman Rp7.000,00
Halaman Rp4.500.,00
12 Buletin
Eksemplar Rp300.000,00
Eksemplar Rp200.000,00
1.23 |Satnan Harga Barang {Pengendalian}
1 P.C Unit/Komputer PC Unit Rp8.000.000,00
2 Lap Top/Notebook Unit Rp 10.000.000,00
3 AC Split 4 PK Unit Rp5.500.000,00
4 AC Split 1 PK Lnit Rp6.0008.000,00
5 AC Split 1% PK Unit Rp6.500.000,00
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6 AC Split 2 PX Unit Rp10.700.000,00
7 Printer Laser Unit Rp2.000.000,00
8 Printer Inject Unit R»1.500.000,00
9 Printer inject Multifungsi Unit Rp1.750.000,00
10 Provektor + Attachment Unit Rn12.000.000.00
11 Mcin %cria csclon T Unit RpS8.000.000,00
B 12 Meja kerja eselon 111 Unit Rp5.000.000,00
3 Meia kerja eselon TV Unit Rp2.350.000 00
i4 Mcja kerja stal Uil Rp1.500.00G,00
15 Kursi kerja eselon 11 Unit Rp5.000.000,00
15 Kur=i kerja eselon 11 Init Rp3.500.000,00
i7 Kursi kerja esclou IV Unit Rp2.6606.000,00
18 Kursi kerja staf Unit Rp1.000.000,00
19 Kursi Rapat Unit Rp500.000,00
Caratan:
Bilamana ada satuan harga barang yang melampaui satuan
harga tersebut diatas. Maka harus ada persctujuan tertulis
) Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dalam hal ini
Sekretaris Daerah
Bilamana ada rencana pengadaan barang yvang tidak termuat
didalam Surat Keputusan Bupati ini, maka satuan haiga
. barang tersebut dapat sesuai dengan Standar Satuan Harga
{55H)
1.24 [Satuan Biaya Dikiat Kepemimpinan/Struktural
1 Lemhanas Peserla Rp60.000.000,00
2 Diklat Kepemimpinan TK. 1l Peserta Rp30.261.066,00
3 Diklat Kepemimpinan TK. III Peserta Rp22.125.000,00
4 Dikiat Kepemimpinan TK. IV Peserta Rp20.230.000,00
Caidian:
Satuan biaya tcrmasuk biaya obscrvast lapangar: Apabila
ieijadi perabalian biaya diklal pimpinean,/stiukiural, meaka
i satuan biaya dapat mengacu pada ketentuan yang mengatur
tentang tarif biava diklat pimpinan /strukturat tersebut.
1.25|Satuan Biaya Diklat Prajabatan
Peserta/
1 Golongan 1 dan I Angkatan Rp4.470.000,00
2 Golongan 11l Angkatan Rp5.545.000.00
Catataiz
Satuan biaya termasuk biaya observasi lapangan. Apabila
i ierjadi perubahan biaya dikiai prajabatan, maka satuan blaya
dapat mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang tarit
biaya diklat prajabatan tersebut.
Satuan biaya diklat pimpinan don diktlot projabatan mengacu
) pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 tentang
Jenis dan Tarif Penerinaan Negara Bukan Pajak yang berlaku
pada Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia.
i.26 Satuan Biaya Diklat/Bimtek
i Diklat Teknis/Fungsional PNS Peseria Rp6.000.000,00
2 Bimbingan Teknis PNS Peserta Rp5.000.000,00
3 Diklat Teknis/Keuangan PNS Peserta Rp6.500.000,00
Catatan:
Apabila terjadi perubahan biaya diklat /bimtek, maka satuan
- biaya dapat mengacu pada ketentuan vang mengatur tentang
tarif biaya diklat/bimtek tersebut.
1.27 |Pemeliharaan Gedung
1 Pemeliharaan Gedung Kantor m2/Tahun Rp75.000,00
2 Pemeliharaan Halaman Gedung m2/Tahun Rp9.000,00
3 Pemeliharaan Gedung Rumah Jabatan m2/Tahun Rp65.000,00
4 Pemeliharaan Halaman Ruiah m?2 /Tahun Rpl11.000,00
5 Pemeliharaan Mess Pemda/Asrama m2/Tahun Rp55.000,00







Catatan:

Satuan Biaya yang digunakan untuk
menjaga/memperiahankan gedung dan bangunan kanior di
dalam negeri agar berada dalam kondisi semula, untuk
tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2 % (dua
persen} diangsarkan pada belanja pemeliharaan
bangunan/gedung.

Untuk tingkat kerusakan gedung dan bangunan lantor diatas
2 % {duia perscn) dianggarkan pada belanja modal.

1.28

Pemeliharaan dan Biaya Operasional Sarana Kantor

i

Kendaraan Bermotor

a. Kendaraan Pejabat Negara

Unit/Tahun

Rp26.000.000,00

b. Kendaraan Roda 10

Unit/Tahun

Rn20.000.000.00

c. Kendargan Roda 6

Unit/Tahun

Rp18.000.000,00

d. Kendaraan Roda & (Ris selkalah)

Unit /Tahun

R922.000.000,00

e. Kendaraan Roda 4

Unit/Tahun

Rp15.000.000,00

f. Kendaraan Roda 4 doublecabin

Unit /Tahun

Rp20.000.000,00

g. Kendaraan Roda 3 Unit/Tahun Rp3.000.000,00
h. Kendaraan Roda 2 o Unit/Tahun | Rp2.000.000,00
i. Alat Berat Unit/Tahun | Rp50.000.000,00
2 Specdual Uiail/Talun | Rp12.000.000,00
3 Komputer/Laptop Unit /Tahun Rp730.000,00
4 Printer Unit/Tahun Rp500.000,00
5 AC Split Unit/Tahun Rp610.060,00
6 LCD Unit/Tahun RpS500.000,00
7 Genset 5.4 50 KVA Unit/Tahun | Rp4.500.000,00
8 Genset diatas 50 KVA Unit/Tahun | Rp7.500.000,00
9 Meja/Kursi Uit/ Tahun Rp150.000,00
10 Trailer Mobil, Water Purifier Unit/Tahun | Rp2.500.000,00
11 Perahu Karet Unit/Tahun | Rp5.000.000.00
12 Plotter Unit/Tahun { Rp1.500.000,00
12 Printer Prntonix Unit/Tahun Rp3.500.000,00
14 Perforator Unit/Tahun Hurga berluku
15 Server dan Software Unit/Tahun Harga berlaku
G Mesin Babat Uit/ Taliun Rp250.000,00
1.29 |Satuan Sewa Kendaraan
1 Roda 4 Hari Rp400.000,00
2 Roda 6 Bus Hari Rp1.000.000,00
3 Roda 4 Truk Hari Rp1.000.000.00
Catatan-
Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar
minyak (BBM) dan Pengemudi
1.30 |Biaya Transportasi Peserta {(Non PNS}
1 Pertemuan Tingkat Kabupaten Orang/Hari R 100.000.00
2 Pertemuan Tingkat Kecamatan Orang/Hari Rp75.000,00
i.31 BSatuan Sewa Ruaig Rapat dan Gedung Fertemuan
1 Ruang Besar per hari Rp1.500.000,00
2 Ruang Sedang per hari Rp1.300.000,00
3 Ruang Kecil per hari Rp750.000.00
4 Gedung Periemuan per hari Rp 1.000.000,00

Catatan:

Penyelenggaraan kegiatan diprioritaskan menggunakan
fasilitas pemerintah daerah seperti ruang rapat atau aula,
biays sewn raang apat dan gedung pertemuan adalah boya
inaksimal,
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1.32 |Pemberian Biaya Tugas Belajar

] Program Diploma 1T {13}
a. Biaya hidup, akomodasi dan upcrasional Tahun Rpi1.600.600,00
b. Uang buku dan referensi Tahun Rp1.000.000,00
¢, Penelitian sampal penycicsaiain Taln Rpl.500.000,00
d. Biaya pendidikan Tahun Rp7.500.000,00

2 Pro, Strata 1 (S1) / Diploma IV (D4
a. Biaya hidup, akomodasi dan operasional Tahun Rp12.000.000,00
b. Biaya pendidikan Tahun Rp8.000.000,00
¢. Uang buku dan referensi Tahun Rpl.250.000.00

- 4. Ponclition sampal penyelesaian Tahun Rpl.500.000,00

3 Program Doktor {$3)/Spesialis 2
a. Biaya hidup, akomaodasi dan operasiona! Tahun Rp27.500.000,00
b. Biaya pendidikan Tahnun Rp30.000.000,00
¢. Uang buku dan referensi Tahun Rp2.000.000,00
d. Penelitian sampai penyelesaian Tahun Rp15.000.000,00

4 Program Magisier (S2)/Spesialis 1
a. Biaya hidup, akomodasi dan operasional Tahun Rp25.000.000,00
b. Biaya pendidikan Tahun Rp25.000 000,00
¢. Risct sampai penyelesaian Tahun Rp13.000.000,00
d. Uang buk dan referensi Tahun Rp2 Q00 000 Q0
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